--Panta reitempus ruit.:'Waktu mengalir
terps dan tidak yang lepas dari gigitannys.
Pada tanggal 31 Desember 1993, karya
~ -agung bangsa-Indonesia yakni KUHAP
‘berumur: 12+ tahun, - Jikalan~ KUHAP
-diibaratkan -mannsia, maka kata -pepatah
berikut ini:berlakn . :padanya-"darahnya
harus . setumpuk -pinang,” nmurnya -bary
setahun jagung? ia-masih sangat muda.

Tetapi KUHAP bukan manusia, KUHAP

adalah suaiu produk hukum yang berhasil
. dxsepakau gleh para pakar melalu: suaty
proses perdebatan ilmiah yang panjang dan
melelahkan

'jlkalau menﬂmgat jerih payah tersuout
-sepatuznynlah produk hukum itu ditaati
dan dihormati oleh selvruh bangsa Indone-
sia siapapun.dia dan apapun smmsnya.

PELLCEHAN E%UKUM

Jikalau beberapa wakiu lalu nass me-
dia manca negara iermasuk m 7 media
dalam neger! begitu gencarnya nelansiy
“sexual harassment” gara-gara ulah se-
orang pejabat di negeri Paman Sam yang
gemar mencolek-colek seorang wanita
vong bukan muhrimnya, seharusnya juga-
lah mass meadia Republik Indonesia ter-
cinta ini gencar menerompetkan bahwa
"pelecehan hukum” telnh lama ferjadi
ferhadap karya agung bangsa Indonesia
tesebut. Argumentasinya demikian.

Pasal 284 (I) KUHAPY berbunyi sebagai
berikut

Datam waktu 2 (dua) tahun se-

Qm mmg KUHAP. (PASAL 284 (2)>

Oieh : M. Sntorus
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mgenai ketentuan Khusus Acara Pi-
dana sebagm mana tersebut. pacﬁa
Undang undang terientu, sampai ada
~perubahan dan atau dmyamkan £ ak
berlakn lagi. '

Selanjuinya penjelasan ayat ini dquan
tegas jelas herbunyi sebagzu benkui

Ca. Yang czamaksud denmm spmua
perkara adalah berbunyi yang te-
lah dilimpahkan ke Pengaﬁxlan.

b. Yang dimaksud dengan keten-
tuan khusus Acara Pidana -seba-
gaimana tersebui pada Undang-
andang tertentu, ialah ketentuan
khusus Acara Pidana sebagni-
mana tersebui pada, antafa lain.:

1y Undang-undang Een&mg’pf‘»
ngusutan, penuniuian dan Pe-
radilan tindak pidanz eko-
nomi (Undang-Undang No. 7
Drt, iahun 1955). o
2} Undang-undang tentang pem-
berantasan tindak pidana ko-
runsi (Undar;-Undang Mo, O
tahun 1971).

vengan catatan bahwa semus ke-
tenfuan khusus Acsra Pidana se-
bagaimana tersebut pada Unidong-
undang tertenty akan ditinjag kem-
bali, divhah atan dicabut daiam
wakiu vang sesingkai-singkatnya,

Tetapi nysanya hinggs sckarang,
ayat ini tak konjung iiba menjadi
kenyaizan, Pikiran dop hatt norani
pihak-pthak vang berkompeten be-
lum tergerak untuk merealisirnyva,

telah Undang-Undang ini diun-
BRBRAL, - Wash aeriadup UL geng s NTIH TWAKTU YANG SESING-
perkarp  diberlakukan  kelentuan %(f";’ﬁ‘ CINGKATNY A" ‘
[ b bl R F
Undang-undang  ini, dengan pe-

ngecoalaian untak sementora me-
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2 yang luwes, sopan dan suka hu

or, Barangkali karena keluwesannya ini,

rtian - "Wakiu yang sesingkat-sing-
* katnya” ‘pun ditafsirkan secara "luwes”,

~tidak kaku sehingga walaupun 12 (dua
wbelas) tahun akan berlalu, ketentuan Pasal
.284(2) KUHAP masm belum waktunya
.d;penuhl '

_'::_Un_tu_k-' mengingatkan - arti - kata-kata
ms@mya perly membuka KAMUS UMUM
BAHASA TNDONESIA karangan W.J.S.
"-_POERWADARMINTA terbitan P.N. Balai
] tahun '1976. Pada halaman 950
eréebui kata “singkat™ diartikan :

: -';3-1-."Pendek (tentang umur, waktu dan
' '5SCb3"diﬂya) :

2 _. Tingkas (tentang cerita, pxdato dan
 sebagainya).

Barang kali juga arii kata “pendek”
masih: kurang jelas, maka pada halaman
730: kamus ‘yang sama, kata pendek
diartikan s tidak panjang, tidak fama, tiddak
tinggizs .o R =

Jadi jikalau penjelasan Pasal 284 (2)
KUHAP menyatakan "o “akan
ditinjau kembali, diubah atau dicabut
dalam wakiu yang sesingkai- -singkatnya”,
setidak-tidaknyalah pada tahun 1986 yang
lalu ketentuan itu sudah harus dilaksana-
kan,

ltupun tenggang waktu 5 (lima) tahun
{satu pelita), bukanlah waktu yang singkai,

Apa jadinya Negara Kesatuan Republik
Indonesia (N.K.R.I) andaikata pengertian
“dalam tempo yang sesingkai- -singkatnya”
TEKS PROKLAMASI 19 AGUSTUS
1945 ditafsirkan luwes ?

KAVELING PENYIDIKAN,

Setelah  kelahiran  Undang- -undang
No. 8/81 tentang KUHAP menyusul
kemudian Undang-Undang No.5/1983 ten-
tang  ZOMA  EKONOMI EKSLUSIF

Ekslusif Indonesia adalah Perwira Tentam [N
Nasional Angkatan Laut yang. ditun}ukj' L
oleh Pangab R.I”., Padahal di dalam, Pagal

6 (KUHAP) dcngan gamblang dan. “tegas. -

. dinyaiakan bahwa (1) penyidik adaIah

1. Pejabat Polisi Negara Republlk In- "

donesia.

2. Pejabat Pegawai Negeri Sipii tér-_

tentu yang diberi wewenang khusus
. oleh Undang-undang. :

“Apdkah para perumus Undang- Undzmg_ :
N0.5/1983 begitu cepat melupakan Pasal 6.
KUHAP, sehingga penyidik TNI-AL bisa
-muncul-di dalam Undang undang tentang_

Z.EE. tersebut ?

Polri memang bukan penyidik tunggal,
karena Undang-undang memberi juga
wewenang sebagai penyidik kepada PPNS
tertentu dan kepada mereka yang érsebut
dalam Pasal 284 (2) KUHAP dengan
catatan schagaimana dicantumkan dalam
penjelasannya.

Namun patut diingat sesuai dengan Pasal
107 dan 109 (3) KUHAP PPNS dikoor-
dinir dan dibina oleh penyidik Polr.

Jadi sangat je:las digariskan oleh KUHAP,
bahwa panji-panji “penyidik” dipegang
dan dikibarkan oleh Polri.

Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal
I7 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun
1983 (tentang pelaksanaan KUHAP)
dinyatakan sebugai berikut ;

"Wewenang penyidikan dalam tindak
pidana terfentu yang diatur secara khu-
sus oleh Undang-undang tertentu di-
lakukan oleh penyidik, Jaksa dan Pe-
jabat Penyidik yang berwenang lninnya
yang ditunjuk berdasarkan peraturan
per Undang-undangan,

Bagi penyidik dalam perairan Indone-
sia, Zona fambahan, Landasan Kon-
tinen dan Zona Ekonomi Ekslusif Indo-
nesia. penvidikan dilalnban olabh Tas

INDOMNESLA.,

Di dalam Pasal 14 (D) Undang-undang
tersebut dinyatakan "Aparatur pencsak
hukum di bidang penyidikan di Zona

wira Tentara Nasional Indonesia Ang-
katan Laut dan pejabat penyidik lain-
nya yang ditentukan oleh undang-
undang vang mengaturnya”,
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